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PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikas, analisis, penilaian,
pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko
yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi
dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti
kata risikd adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan yang dapat
berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Jadi manajemen risiko
adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas
sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan
menggunakan pemberdayaan/pengelolaan. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai
salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu
sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko
kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian
atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses
manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk
mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh
sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan
kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti
ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dalam proses meminimalisir resiko yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten
Lamongan menganalisis resiko yang telah teridentifikasi pada kegiatan dalam rangka
mengestimasi kemungkinan munculnya dampak untuk menetapkan level atau status
resikonya. Resiko yang muncul pada kegiatan penunjang fasilitasi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Lamongan dalam
penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan
visioner dalam rangka manajemen resiko.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Li-ngkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan ; ’



5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko
bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak
terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada
Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan
IV bertujuan untuk :
1. mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
2. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan
peningkatan kinerja ;
mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

meningkatkan ketahanan organisasi ;

e -l

meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya
organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
C. RUANG LINGKUP
Manajemen risiko pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan
ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :
« penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
« identifikasi risiko ;
o analisis risiko ;
« evaluasi risiko ;
« pengendalian risiko ;
« pemantauan dan telaah ulang ;
« koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan
pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III
sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan
pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah
dilaksanakan adalah melakukan koordinasi/konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD
terkait kunjungan kerja jauh sebelum hari kegiatan, mengikuti bimbingan teknis,
workshop dan asdeksi dan melakukan monev triwulanan dan melakukan koordinasi
singkronisasi data antara aset dan perbendaharaan kantor sedangkan yang belum
dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.
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HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara
rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko
pada Sekretariat DPRD mengalami beberapa hambatan yang tidak siginifikat seperti
pemahaman DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih beragam,
kurangnya singkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis
yang tidak efisien.

MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko,
pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dari hasil
monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan
RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang
baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat
dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode tribulan III dapat disimpulkan bahwa resiko dapat
dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan
pemantauan risiko. Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada
periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode
selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan
peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD.
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uebuepun-Buepuniad jeyeselsew

ueyeuesye|ip vz0oz ludy g1 20z unye| uep uebuepisiad begey uejeibay ueiode uebungny ueibeq ueynejad ueynyesiy
uebuenay uep uejeibayy M1ldd ueweyewsad uep

uexeuesjejip 20z snisnby 20z unyel weiboid ueibeg ejeday) uelodeT/ise)iunwioy] ueibeq Jejue |seuipiooy uexiexbulusy |
uexeuesxe|ip M1V ueyningsy jiexis}
ueeuesye|ip wnjeg wnjag yzoz lequaidag wnwn Begey 1Y ueyningay uelode ueibeq uebusp ISeuIpIooy| UBYMEBIBIA

eexiaq eledes qydq ejebbuy
ueyeuesye|ip uebuensy| uep epeday M4 jeuelanas ueuele|ad
ueyeuesye|ip wnjag wnjeg iIesajes p/s $20z I weiboid ueibeg ejeday (a¥da) Wl Asnung depeyis| uesenday Aeang uexnyeey |

Il uejngu] oyisiy ueejojebuad uejeibay euedsusay |} uendwe]



eues)els}

euesye|s) wnjeg

BuESYES)} Wnjeg

#20Z snsnby

BUES)E|IB)

wnjeg

euesyeus)
wnjeg

Aldd
ueweyewad

uep ueibeq
Jejue ISeulpJooy
ueyiexbuiusy

Jaqussaq
— uenuep

sigey

1eyed bueleq
ueyningay yexss;
ueibeq uebusp
ISeuIpJooy

Jagopio - unp ueynyeen

eexieq

BJeoss Oyda

ejobbuy epeday

ayddd ieueleniss

ueuefe|ad

depeyla )

lesajes uesendey AsAing

p/s ¥2oc Inr ueynyelsiy

auljswi
uebusp
1ensas yepl
uelode|ad

uep eliauny
IsenjeAy ¢
uesebbuebusy
‘ueeuedualad
uswnyop
ueiedweluad

Jeds)

Jepy siqey
1exed bueseq
ueyningsyy
uebunyysad

ledeols)
Jeph ayda
uesenday|
syepu|

lefiN 1obJe |

ueibeq Jejue
ISBUIpJOoy
eAuyewsa e
1eb1e)
ueynjuauaw
welep
ueweyewsad
eAubueiny|

uaisye
uep ypjsie
JEepi} eiedas
ueyeunbip
lojuey iexed
siqey ueyeg

:ueBuowe usjednqey quda yeuelanss ado jeuoisesadp oyisiy

ayda
jeuejanies
ibeq Q¥da
XS Jsuoisiny
ueeunbay
Buejus)

dxdaq ejobbuy
eAuweyed
wnjeg

¥eoe inf

euesye|s)

wnjeg

euesyels}
wnjeg

npiem
Jeds) yepn

uelodejad uep

eliaury isenjeay
‘uelebbuebuad

Z ‘UeeueoUalad

0'v0'€0'¥2' 00y uswnyjoQg

nbbuebia)

jedep

ueloyueytad

l iIsesjsiuiwpe
0'v0'€0'¥2 00d uejeibay

adda
jeuejenes
I elisury lejlusw

0'70'€0'¥2°'0OSH esiq YeplL

d1¥ ueq oyisry Buuoyuop z°} uendwe

b

:ueBuowe usjednqey QudQ Jerelanas ado sibajens oyisty



l
-

euesie|s}

#20Z udy G|

¥coc unyel

1eyelelsew
uebungny
ueibeq ueynejed
usynyeis N

1exeleAsew ay
ueyiseyligndia)

Jepih gddd
uejelbay

ajisqam wejep
addda eep
ueinduibuad
sasoid wejep
ueweyewsad

efubueiny]  $zoz [udy

€
0'v0'€0'¥2 00

[ewndo wnjaq

a¥da ueelbay
lie)lia] Isewloju|

i



